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Abstract

The aim of this research is to explain that a country is a region that has a
system or rules that apply to every individual. Along with the development of
democracy, a policy has also developed which is called good government or what
we know as good governance. In terms of good governance, there are several
principles for managing good governance, namely transparency, accountability,
responsibility, independence and fairness. The existence of several of these
principles certainly improves public services. According to Law Number 25 of 2009
concerning Public Services, it is an activity or series of activities in order to fulfill
service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and
resident regarding goods, services and/or administrative services provided by
public service providers. Specifically in this case at the Sokobanah District Office,
Sampang Regency, the implementation of good governance principles in the
Sokobanah subdistrict government has been carried out well but is still
experiencing obstacles due to several factors which hinder the implementation of
the good governance principles in the Sokobanah subdistrict.
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Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Negara merupakan
suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi setiap
individu. Seiring dengan berkembangnya demokrasi, juga berkembang sebuah
kebijakan yang disebut dengan istilah good government atau yang kita kenal
dengan tata pemerintahan yang baik. Dalam istilah good governance ada beberapa
prinsip untuk menata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independent dan fairness. Adanya beberapa prinsip-prinsip
tersebut tentu untuk meningkatkan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
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dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Khususnya dalam hal ini pada Kantor Kecamatan Sokobanah Kabupaten
Sampang bahwa implementasi prinsip good governance pada pemerintah
kecamatan sokobanah sudah dilakukan dengan baik namun masih mengalami
kendala oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat terlaksananya proses
pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dikecamatan sokobanah.

Kata kunci: good governance, prinsip pelayanan publik, kecamatan sokobanah

A. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab pemerintah beserta

aparatur yang berada di instansi pemerintahan kepada sebuah masyarakat dalam
rangka untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Pelayanan merupakan wujud dasar utama sebagai wujud komitmen pemerintahan
daerah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat yang baik dengan
salah satu wujud cerminan dasar dari upaya pemerintah dalam mewujudkan layanan
publik yang efektif dan efisien berlandaskan UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1)
tentang Pelayanan Publik sebagaimana berikut:
“Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi
setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan adminstratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”!

Berkaca pada UU No 25 Tahun 2009 menjadi sebuah landasan bagi aparatur
negara untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam mewujudkan
amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Berbicara lebih lanjut
mengenai Benchmarking (Tolak Ukur) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
pada dasarnya adalah berkaca pada bagaimana pada pelayanan yang di berikan
dengan menganut teori take and giving yakni apa yang dituai merupakan apa yang
diberikan, sehingga masalah pelayanan publik merupakan suatu permasalahan yang
sedang hangat dikarenakan muncul di beberapa media sosial bahwa aparatur
berlaku seenaknya apabila berhadapan langsung dengan masyarakat. Maka hal
tersebut tidak sesuai dengan prinsip Good governance.

Good governance merupakan tata pemerintahan yang baik dan bersih dalam
seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang
dimiliki pemerintah, wujud dalam good governance dilakukan optimalisasi dalam
pelayanan publik yang berada di pemerintahan daerah, yang mana wujud tersebut
hadir dalam upaya memberikan pelayanan terbaik untuk diberikan kepada
masyarakat sehingga wujud dari pemerintahan yang baik berada dari tingkatan
paling dasar untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk

pasal 1 Ayat (1) UU No 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pelayanan Publik.
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menciptakan integrasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk
mampu menjalankan sistem pelayanan pemerintahan yang sesuai standart.
Berdasarkan pengamatan sementara di lapangan, masyarakat di kantor Kecamatan
Sokobanah masih mengeluhkan terkait dengan transparansi dalam pelayanan publik
yang diberikan oleh aparatur yang berada di kantor Kecamatan Sokobanabh.

Argumen tersebut berlandaskan hasil pengamatan sementara, yang mana
masalah utama yang paling mencuat adalah terkait dengan prosedur pembiayaan
yang diterapkan di kantor Kecamatan Sokobanah masih belum transparan secara
umum kepada masyarakat, contoh nyata dari permasalahan tersebut adalah adalah
maraknya pungli yang beredar di masyarakat yang mana hal tersebut dikatakan
sebagai “Pelancar” untuk memperlancar kegiatan administrasi yang dibutuhkan oleh
para pemohon kegiatan. Hal tersebut tentu bukanlah suatu hal yang pantas dilakukan
oleh aparatur sipir negara (ASN) yang bertindak di pemerintahan daerah
dikarenakan salah satu wujud dari prinsip Good governance yakni pengurangan
tindakan korupsi.

Hal tersebut tentu menjadi tolak ukur dalam pelayanan Good governance yang
berada di pemerintahan daerah, sehingga dalam pelayanan kualitas tentu disinyalir
dari bagaimana ASN memberikan pelayanan di daerah, sehingga dalam pengamatan
ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat berfokus untuk
memperbaiki tata layanan di Pemerintahan Daerah, khususnya kantor Kecamatan
Sokobanah.

B. Metode Penelitian

penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Penelitiam hukum
normatif adalah “penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis didalam
peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptualisasikan sebagai aturan
atau standar yang berfungsi sebagai tolak ukur perilaku masyarakat sehubungan
dengan apa yang dianggap tepat”? Oleh karena itu, penelitian lebih mengkaji pada
peraturan perundang-undangan, norma-norma atau kaidah kaidah yang hidup dalam
masyarakat, penelitian normatif ini ditujukan untuk membangun argumentasi hukum
mengenai putusan hakim terkait dengan investasi bodong.

C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penerapan Prinsip Good governance Dalam Pelayanan Publik Sebagai Tolak
Ukur Layanan Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah Berdasarkan UU No 25
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Pelaksanaan otonomi daerah dan asas desentralisasi sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan diubah dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah melahirkan suatu pemerintahan

2 Joenaedi Efendi & Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta, Kencana,
2016. him. 124.
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daerah (local government) yang diserahi tugas tanggung jawab melindungi
kepentingan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomi rumah sendiri biasa
disebut demikian, sedangkan pemerintah disebut demikian, atau pemerintah
daerah yang mengurus rumah sendiri disebut demikian. Sedangkan hubungan
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat hanyalah salah satu kewenangan
pengawasan antara kedua pemerintah tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik oleh pemerintah daerah dalam praktik penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan
praktik pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan Kekuasaan dijalankan dalam penyediaan
barang dan jasa publik melalui proses pemerintahan. Prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik mencakup konsep-konsep responsif, adil, partisipasi,
akuntabilitas, dan keterbukaan, untuk beberapa nama yang paling penting.3
Pengertian Good governance berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 adalah
pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip
profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat*.

Sejalan dengan undang-undang yang berlaku, kunci utama keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan publik adalah good governance (kepemerintahan
yang baik). Tuntutan adanya good governance ini timbul karena adanya
penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehinggamendorong
kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk
mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, good governance
diartikan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan
efektif. Dengan munculnya globalisasi, pemerintahan yang baik telah muncul
sebagai masalah kritis, dengan keinginan untuk pemerintahan yang baik menjadi
persyaratan, yang biasanya difasilitasi oleh kesadaran publik yang meningkat.
Pemerintahan, menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNDP), adalah penggunaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk
mengelola kegiatan negara di semua tingkatan.

Menurut Mardiasmo prinsip-prinsip good governance, meliputi
Akuntabilitas (Accountability), Transparansi (Transparancy), Demokrasi
(Democration), dan Aturan hukum (Rule Of Law)5 Adapun pengertian dari
prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut:

a) Pelayanan Publik

3 Krissantina Eferyn, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Trenggalek
Tahun 2017. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi FEB UNP Kediri. SENMEA Universitas
Muhammadiyah Surabaya.

4 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000

® Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
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Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan
Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap
penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang
berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

b) Transparansi (Transparancy)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi,
informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat
diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

c) Demokrasi (Democration)
Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan
adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas
demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai
proses dalam penyelenggaraan Negara.

d) Aturan hukum (Rule Of Law)
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan
hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara
dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk
berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Good governance merupakan istilah yang tengah naik kepublik dalam
beberapa waktu dekade belakangan ini. Governance sendiri ialah suatu sistem
nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana interaksi masyarakat, pemerintah, dan
swasta lah yang memengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan politik.
Maka Good Governance sendiri merupakan suatu sistem nilai, kebijakan dan
kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan transparansi dan nilai-nilai
baik dalam menjalin interaksi terhadap segala sektor publik.® kualitas pelayanan
merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan
harapan atas pelayanan yang ingin di terima.”

Banyak factor yang menjadi pendukung penerapan prinsip-prinsip good
governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan salah satunya adalah dengan
keramahan petugas dalam memberikan pelayanan, hal ini dapat memberikan
kesan baik pada sebuah lembaga. Kesan baik tersebut akan dirasakan langsung
oleh masyarakat nantinya yang juga akan menambah kepercayaan masyarakat
pada instansi. Factor lain yakni terkait dengan sarana prasarana. Sarana prasarana
yang memadai menjadi salah satu factor penting terkait dengan penerapan prinsip

6 Diah Woro Ayuningtyas. “Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Keimigrasian”. Jurnal Jaid. Vol 2 No 1. 2020.

" Afrial, R., “Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sebuah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat
Sebagai Perangkat Daerah,” Jurnal Administrasi dan Organisasi, (2009), hal. 88.
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good governance, dengan sarana prasarana yang mendukung dan semakin canggih
yang mengikuti perkembangan zaman akan memudahkan petugas dan SDM
semakin berkuaitas juga.?

Kemudian keberhasilan administrasi juga menjadi factor pendukung
keberhasilan. Administrasi selalu seperti manusia nyata tidak pernah
digeneralisasikan tanpa memberikan contoh dari kasus yang sebenarnya. Dalam
pelaksanaan pelayanan publik terutama sektor administrasi kita tidak dapat
semena-mena membuat suatu peraturan tanpa memperhatikan permasalahan
apa yang terjadi di sekitar. Karena setiap peraturan yang kita buat dalam
administrasi dapat memberikan efek domino apabila kita salah langkah dalam
mengambil sebuah keputusan.®

Kecamatan sokobanah merupakan salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Sampang yang juga mengimplementasikan prinsip-prinsip good
governance yang telah disebutkan diatas dengan tujuan untuk tercapainya sasaran
yang telah ditetapkan, artinya pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan
menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, egiatan pemerintahan dilakukan
dengan transparanl®. Penerapan pelaksanaan prinsip Good governance secara
optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada dan akan
memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait dalam jangka panjang
dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal diatas
pemerintah kecamatan sokobanah berusaha mengimplementasikan prinsip good
governance sebagai salah satu cara untuk memberikan serta meningkatkan
pelayanan bagi masyarakatnya. Selain peran pemerintah, untuk mensukseskan
prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam
penyelenggaraannya.

2. Faktor Penghambat Penerapan Prinsip Good governance Dalam Pelayanan
Publik Di Kantor Kecamatan Sokobanah

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam good governance pada

hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur

terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan

negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara

terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.!! Pelayanan publik saat ini

8 Abd. Rohman, dkk. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik”, Jurnal Reformasi. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online). Volume 9 Nomor 2
(2019). DOI: http://dx.doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469.

® Mackenzie, W.J.M., "The Study of Public Administration in the United States”, Public Administration,
Volume 29, Issue 2, (1951) h. 142 https://doi.org/10.111/j.1467- 9299.1951.tb01401.x

10 Amin Widjaja Tunggal, 2012, Audit kecurangan dan akuntansi forensik, Harvarindo, Jakarta

11 Wenny A Dungga, “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di
Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo”, (file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-
GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-
KABUPATEN-GORONTALO.pdf diakses pada 16 Oktober 2023)

Qsinta


https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar
https://doi.org/10.33751/palar.v10i2
https://doi.org/10.111/j.1467-%209299.1951.tb01401.x
file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-KABUPATEN-GORONTALO.pdf
file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-KABUPATEN-GORONTALO.pdf
file:///C:/Users/ch/Downloads/PENERAPAN-PRINSIP-GOOD-GOVERNANCE-DALAM-TATA-KELOLA-PEMERINTAHAN-DESA-DI-KECAMATAN-TELAGA-JAYA-KABUPATEN-GORONTALO.pdf

PALAR (Pakuan Law Review) Volume 10, Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 145-156
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485
p-ISSN:2716-0440

memiliki berbagai kelemahan diantaranya: kurang responsif, kurang informatif,
kurang accessible, kurang koordinasi, kurang birokratis, dan aspiratif dalam
mendengarkan keluhan, saran dan aspirasi masyarakat, serta kurang efisien.12

Good governance sebenarnya telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan
pemerintahan jauh sebelumnya. Terutama kalau kita mengkaji asas-asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Arti sifat yang baik di dalam konteks
penyelenggaraan pemerintahan mengandung arti kepatutan dan kelayakan yang
dalam istilah asing disebut beehoorlijk seperti beehoorlijk bestuur. Penilaian baik
dan tidak baik adalah penilaian etika. Oleh karena itu asasasas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, yang patut dalam struktur ilmu pemerintahan menjadi
bagian dari etika pemerintahan. Rincian asas-asas termaksud berkembang dari
waktu ke waktu.

Pertama, asas persamaan berarti bahwa hal-hal yang sama harus
diperlakukan sama, di samping sebagai salah satu asas hukum yang paling
mendasar dan berakar pada kesadaran hukum. Asas ini merupakan suatu asas
yang hidup dengan kuat dalam lingkungan administrasi. Berfungsinya prosedur
yang benar adalah lanjutan dari asas persamaan.13

Kedua, asas kepercayaan termasuk ke dalam asas-asas hukum yang paling
mendasar dalam hukum publik dan hukum perdata. Di dalam hukum
pemerintahan ia dianut sebagai asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan
sedapat mungkin harus dipenuhi. Asas ini terutama penting sebagai dasar bagi arti
yuridis dari janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijakan dan
bentuk-bentuk rencana (yang tidak diatur dengan perundang-undangan). Bila
suatu badan pemerintahan atau seorang pejabat yang berwenang bertindak atas
nama pemerintahan itu memberikan janji kepada seorang warga, asas
kepercayaan menuntut supaya badan pemerintahan (antara lain pada
pelaksanaan suatu wewenang memberikan suatu keputusan), terikat pada
janjinya.

Ketiga, asas kepastian hukum. Asas ini memiliki dua aspek yang satu lebih
bersifat material, yang lain masih bersifat formal. Aspek hukum material terkait
pada asas Kkepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum
menghalangi badan pemerintahan yang menarik kembali suatu keputusan atau
mengubahnya agar tidak merugikan yang berkepentingan.

Keempat, asas kecermatan. Asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu
ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Asas kecermatan
mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan
seyogyanya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua
kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya.

12 Mohammad, “Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya,” Jurnal Administrasi
Negara, Vol. 5, No. 1, (2003), hal. 5.
13 Akadun, “Good Governance”, Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 9 No 1, Maret 2007: 37-47.
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Kelima, asas pemberian alasan berarti bahwa suatu ketetapan harus dapat
didukung oleh alasan-alasan yang dijadikan dasar. Pemerintah harus dapat
memberi alasan segera setelah suatu ketetapan diumumkan atau diberitahukan.
Hal ini berlaku pula bagi suatu ketetapan yang menguntungkan (seperti surat izin)
tetapi dengan jelas akan merugikan pihak ketiga (misalnya mereka tinggal di
sekitarnya).

Keenam, larangan detournement de povoir, sebagai asas umum
pemerintahan yang baik memandang suatu wewenang tidak boleh digunakan
untuk tujuan lain selain untuk mana ia diberikan. Aturan ini sebenarnya tidak
memerlukan penjelasan lagi. Dalam hukum pemerintahan Nederland, tidak
banyak ditemukan contoh di mana ini menyebabkan pembatalan. Pada umumnya
penyalahgunaan suatu wewenang juga akan bertentangan dengan suatu peraturan
perundang-undangan.

Asas lain adalah keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari
penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan hukum. Asas
keterbukaan mempunyai fungsi-fungsi penting. Pertama, fungsi partisipasi,
keterbukaan sebagai alat bagi warga untuk ikut serta dalam proses pemerintahan
secara mandiri. Kedua, fungsi pertanggungjawaban umum dan pengawasan
keterbukaan, pada satu sisi sebagai alat bagi penguasa untuk memberi
pertanggungjawaban di muka umum, pada sisi lain sebagai alat bagi warga untuk
mengawasi penguasa. Ketiga, fungsi kepastian hukum, keputusan-keputusan
penguasa tertentu yang menyangkut kedudukan para warga demi kepentingan
hukum harus dapat diketahui, jadi harus terbuka. Keempat, fungsi hak dasar,
keterbukaan dapat memajukan penggunaan hak-hak dasar seperti hak pilih,
kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul serta berbicara.

Asas-asas yang dibahas di atas merujuk kepada bagaimana pemerintah
mengelola negara dengan baik, patut, layak. Hal ini berbeda dengan hakekat good
governance.* Good governance pada hakekatnya adalah bagaimana mengelola
negara secara kolaboratif antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan
mendasarkan asas-asas tertentu yang diantaranya untuk pemerintah harus
menjalankan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan seperti diuraikan
di atas.1> Hal ini berarti dalam good governance mengeksplisitkan bahwa pelaku
pengelolaan negara bukan hanya pemerintahan saja tetapi pihak swasta dan
masyarakat sipil.

Proses pelakasanaan prinsip good governance dikecamatan sokobanah
tentunya mempunyai beberapa faktor penghambat yang menyebabkan

14 Andi Ni’mah Sulfiani. “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan
Di Kota Palopo”. Jurnal Administrasi Publik”. Volume XVII (1) 2021: 95-116 P-ISSN: 1858-2168, E-ISSN: 2621-
251X doi : 10.52316/jap.v17i1.59.

15 Ratna Ani Lestari, “PELAYANAN PUBLIK DALAM GOOD GOVERNANCE”. Jurnal Ilmu Sosial dan
[lmu Politik (Juispol) Vol.2 No.1. hlm 22.
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terhambatnya proses penerapan prinsip good governance dikecamatan Sokobanah
Adapun beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan prinsip good
governance di Kecamatan Sokobanah adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar
tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur
pimpinan. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah
lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

b. Faktor Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari
adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai
system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat
penting dalam sistem pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa
tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good government governance
adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun beberapa bentuk partisipasi nyata Masyarakat adalah sebagai berikut:

a) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

c) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

d) Partisipasi dalam evaluasi

c. Faktor Keuangan

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan
self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan
merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good
governance di daerah/lokal membutuhkan dana/finansial.

d. Faktor sarana dan prasarana
Faktor sarana dan prasarana juga tergolong penting dalam pelaksanaan
dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap
alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah
pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan
perwujudan good governance.
e. Faktor Manajemen Organisasi
Faktor Manajemen Organisasi mempengaruhi pelaksanaan good
governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajamen:
POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya
organisasi dan manajemen yang baik, agar good governance dapat terwujud.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan hal diatas pemerintah kecamatan sokobanah berusaha
mengimplementasikan prinsip good governance sebagai salah satu cara untuk
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memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya. Selain peran
pemerintah, untuk mensukseskan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat juga harus
berpartisipasi dalam penyelenggaraannya. Beberapa factor penghambat penerapan
prinsip good governance di Kecamatan Sokobanah diantaranya yakni factor Sumber Daya

Manusia, partisipasi masyarakat, keuangan, sarana dan prasarana, serta manajemen
organisasi yang belum maksimal.
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